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PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2024/PA.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa  dan  mengadili  perkara  perdata  agama pada  tingkat  pertama

telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di  Ampenan, pada tanggal  Desember 1993(umur 30 Tahun),

agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxx  xxxxxxxx,

tempat  tinggal  di  KOTA  MATARAM,  NIK  :

5271025912930002, sebagai : Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di  Jakarta, pada tanggal  Januari 1985(umur 39 tahun), agama

Islam, pendidikan S2, , pekerjaan xxx xxxxxxxxxxxxx tempat

tinggal  di  KOTA  MATARAM,  NIK  :  5271052410850005,

sebagai : Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugatdalam  surat  gugatannya  tanggal  Agustus  2024telah

mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Mataram,  dengan  Nomor  466/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal  26  Agustus

2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.  Bahwa pada hari Sabtu sejak bulan Desember 2023;

    Penggugat  dengan Tergugat  melangsungkan pernikahan  yang  dicatat  oleh

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama Kecamatan  Mataram,  xxxx
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xxxxxxx,  sebagaimana  tercatat  dalam  buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :

1221/13/X/2011, tertanggal 11 Oktober 2011; 

.  Bahwa  setelah  nikah  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  tinggal  di  rumah

bersama di xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx

xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, selama kurang lebih 12,5

tahun; 

.  Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana

layaknya  suami  istri  dan  telah  dikaruniai  2  orang  anak  masing-masing

bernama:     

a.  Kenichi Sagufta Aditya, laki-laki, 5271040301180001, sedang SD, umur 6 tahun

(Mataram, 03 Januari, 2018), diasuh oleh Penggugat;      

b.  Rinoa Zihni  Aditya,  perempuan,  5271045109200002,  sedang PAUD, umur  3

tahun (Mataram, 11 September 2020), diasuh oleh Penggugat; 

. Bahwa sejak Mei 2013 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit

untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;      

a. Tergugat tidak menghargai Penggugat;      

b. Tergugat jarang memberikan kasih sayang terhadap Penggugat;      

c. Tergugat tidak perduli terhadap Penggugat;      

d. Tergugat tidak terbuka terhadap Penggugat;      

e. Tergugat jarang memberikan Nafkah bathin kepada Penggugat; 

. Bahwa pada bulan Desember 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi

perselisihan  kembali  sampai  akhirnya Tergugat  menjatuhkan talak  terhadap

Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan

pulang  ke  rumah  orangtua  Penggugat,  selama  itu  sudah  tidak  ada  lagi

hubungan lahir batin; 

.  Bahwa  dengan  kejadian  tersebut  rumah  tangga  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  sudah  tidak  lagi  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,  mawaddah dan

rahmah sudah  sulit  dipertahankan  lagi  dan  karenanya  agar  masing-masing

pihak  tidak  lebih  jauh  melanggar  norma  hukum  dan  norma  agama  maka
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perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat; 

. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara

ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

.  Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Riki  Aditya, M.H. bin Abdul

Malik Madjid) kepada Penggugat (Sintha Dwi Susanti Desyanita Sahudi, S.Pd.

alias Shinta Dwi Susanti Desyanita Sahudi, S.Pd. binti H. Muh. Sahudi); 

. Membebankan  biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;  

SUBSIDER  :

   Dan apabila majelis berpendapat lain,  mohon putusan  seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap sendiri dan Tergugat tidak datang juga tidak pula menyuruh orang lain

untuk  menghadap  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah,  meskipun  telah

dipanggil  secara  resmi  dan patut  berdasarkan Surat  Panggilan  (relaas)  Nomor

466/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal  27  Agustus  2024  dan  Nomor

466/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal  03  September  2024  yang  dibacakan  dalam

persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu

alasan yang sah; 

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa  perkara  ini  tidak  dapat  dimediasi  karena  Tergugat  tidak  datang

menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  selanjutnya

pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang
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tertutup  untuk  umum  yang  maksud  dan  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  Penggugat  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya,  telah

mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat 

. Fotokopi Nomor Induk Kependdukan (NIK) 5271025912930002, tanggal 12

Juli 2024, an. Sintha Dwi Susanti Desyanita Sahudi SPd.alias Shinta Dwi

Susanti Desyanita Sahudi SPd. binti H Muh Sahudi, yang dikeluarkan oleh

Kantor  Disdukcapil  xxxx  xxxxxxx,  Provinsi  Nusa  Tenggara  Barat.  Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1; 

. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mataram xxxx xxxxxxx Provinsi Nusa

Tenggara Barat, Nomor 1221/13/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011. Bukti

surat  tersebut  telah  diberi  meterai  cukup  dan telah  dicocokkan  dengan

aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;

B. Saksi :

SAKSI  1,  umur  29  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

xxxxxxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA  MATARAM,  di  bawah  sumpah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami istri,  karena saksi sebagai saudara kandung Penggugat,

dan juga kenal Tergugat;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah

dan selama menikah telah dikarunia 2 orang anak, diasuh oleh

Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersamadi  perumahan  Lingkar  Permai  K/13,  xxxxxxxxxx

xxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxx, +12 tahun; 
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 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun

dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar; 

 Bahwa  saksi  tahu  pemicu  terjadinya  pertengkaran  karena

Tergugat  tidak  menghargai  Penggugat,  Tergugat  jarang

memberikan kasih sayang terhadap Penggugat,  Tergugat  tidak

perduli  terhadap  Penggugat,  Tergugat  tidak  terbuka  terhadap

Penggugat, Tergugat jarang memberikan Nafkah bathin kepada

Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat,; 

 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat  dan Tergugat sejak

sekitar bulan Desember 2023 dimana Tergugat menjatuhkantalak

diluar pengadilan kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang

ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

 Bahwa sejak saat itu  sudah tidak saling peduli  serta sudah

tidak  ada  hubungan  layaknya  suami  isteri  dan  juga  tidak  ada

komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

 Bahwa  saksi  dan  keluarga  sudah  sering  menasehati

Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara

ini  diproses di  persidangan tidak berhasil  dan Penggugat tetap

menghendaki cerai;

2. SAKSI  2,  umur  27  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  S1,

pekerjaan  xxxx  xxxxxx,  bertempat  tinggal  di  ALAMAT  PIHAK,  di

bawah  sumpah  memberikan  keterangan  yang  pada  pokoknya

sebagai berikut:

 Bahwa  saksi  mengenal  Penggugat  dan  Tergugat  sebagai

suami  istri,  karena saksi  sebagai  teman kerja  Penggugat,  dan

juga kenal Tergugat;
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 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah

dan selama menikah telah dikarunia 2 orang anak, diasuh oleh

Penggugat;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersamadi  perumahan  Lingkar  Permai  K/13,  xxxxxxxxxx

xxxxxxxx,xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

xxxxxxx, +12 tahun; 

 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun

dan harmonis namun sejak tahun 2013 sudah mulai tidak rukun

dan harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering

bertengkar; 

 Bahwa  saksi  tahu  pemicu  terjadinya  pertengkaran  karena

Tergugat  tidak  menghargai  Penggugat,  Tergugat  jarang

memberikan kasih sayang terhadap Penggugat,  Tergugat  tidak

perduli  terhadap  Penggugat,  Tergugat  tidak  terbuka  terhadap

Penggugat, Tergugat jarang memberikan Nafkah bathin kepada

Penggugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat,; 

 Bahwa puncak pertengkaran Penggugat  dan Tergugat sejak

sekitar bulan Desember 2023 dimana Tergugat menjatuhkantalak

diluar pengadilan kepada Penggugat sehingga Penggugat pulang

ke rumah orang tua Penggugat sendiri;

 Bahwa sejak saat itu  sudah tidak saling peduli  serta sudah

tidak  ada  hubungan  layaknya  suami  isteri  dan  juga  tidak  ada

komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;

 Bahwa  saksi  dan  keluarga  sudah  sering  menasehati

Penggugat agar rukun dengan Tergugat, namun hingga perkara

ini  diproses di  persidangan tidak berhasil  dan Penggugat tetap

menghendaki cerai;
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Selanjutnya  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  dengan  menyatakan

pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menyingkat  uraian dalam putusan ini,  ditunjuk berita  acara

sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang  bahwa  gugatan  Penggugat  bermaksud  dan  bertujuan

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  telah

datang menghadap sendiri  di  persidangan, sedangkan  Tergugat, meskipun dipanggil

secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah

dipanggil  secara  resmi  dan patut  berdasarkan Surat  Panggilan  (relaas)  Nomor

466/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal  27  Agustus  2024  dan  Nomor

466/Pdt.G/2024/PA.Mtr,  tanggal  03  September  2024  yang  dibacakan  di

persidangan  juga  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  itu  disebabkan  suatu

alasan yang sah;

Menimbang,  bahwa perkara ini  mengenai  sengketa keluarga yaitu cerai  gugat

yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh  karenanya berdasarkan Pasal 49

huruf  (a)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan  kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009,  maka perkara  ini  merupakan kewenangan absolut  Pengadilan

Agama;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  menasehati   Penggugat  agar  tidak

berceraidengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbangbahwa  perkara  initidak  dapat  dimediasi  sebagaimana  ketentuan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugattidak pernah datang

menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat

gugatan Penggugatdalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi
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tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan  Penggugattersebut

harus diperiksasecaraverstek;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  Pasal  Pasal  ayat  (1)  R.Bg,yaitu

putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan  sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaniPenggugat

untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,   bahwa   dalam   Yurisprudensi   Mahkamah   Agung  RI

Nomor: 38.K/AG/1990, diangkat suatu abstraksi hukum, bahwa perceraian dengan

alasan adanya   perselisihan   dan   pertengkaran    terus menerus,  tidak harus

dengan mempersoalkan  apa dan siapa penyebabnya,  akan tetapi semata-mata

ditujukan pada pecahnya perkawinan itu  sendiri.  Oleh karena itu  yang menjadi

pokok  persoalan  terkait  dengan  gugatan  cerai  tersebut  adalah  apakah  rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat   tersebut  telah  pecah  ataukah  masih  dapat

dipertahankan ? dan apakah gugatan Penggugat   beralasan hukum ?

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  mengenai  perceraian  maka  untuk

menghindari  terjadinya  kesepakatan  perceraian  dan  penyelundupan  hukum

(rechts on dekking), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Pokok Perkara

Menimbang  bahwa  yang  menjadi  alas  an  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  yang  pada  pokoknya  menyatakan  rumah  tangga  antara

Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan

bertengkar secara terus menerus yang berujung perpisahan tempat tinggal sejak

sekitar sejak bulan Desember 2023;

Menimbang  bahwa  Tergugat  tidak  datang  dan  tidak  pula  mengirimkan

jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga harus dianggap mengakui dalil-

dalil  Penggugat  setidak-tidaknya  tidak  akan  membela  kepentingannya  di

pengadilan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya

tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena  Tergugat  tidak  pernah
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hadir  di  persidangan,  namun  karena  perkara  ini  perkara  perceraian,  maka

Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-  alasan  perceraiannya

dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  JoPasal  1685  KUH

Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikah hal –hal tersebut di atas;

Menimbang  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat

telah mengajukan alat bukti surat ( P.1 dan P.2 ) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang  bahwa  bukti  P.1  berupa  Fotokopi  Surat  Keterangan  yang

merupakan bukti Surat dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  identitas Penggugat  dan tidak

dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan

materil.  Oleh karena itu  mempunyai  kekuatan pembuktian  yang sempurna dan

mengikat;

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah

yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

isi  bukti  tersebut  menjelaskan  mengenai  pernikahan  Penggugat  dan  Tergugat,

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,

serta  memiliki  hubungan  yang  dekat  dengan  Penggugat  sehingga  memenuhi

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  Tentang  Perkawinan  yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  I  Penggugat  yang  pada  pokoknya  menyatakan

mengetahui  rumah tangga  antara  Penggugat  dengan Tergugat  sudah tidak  rukun dan

harmonis lagi karena sering bertengkar bahkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah

berpisah  tempat  tinggal  sejak  sejak  bulan  Desember  2023,  Penggugat  pergi

meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Penggugat, selama itu

sudah tidak saling peduli serta sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga

tidak ada komunikasi yang baik lagi sampai sekarang;
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Menimbang bahwa saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah,

serta  memiliki  hubungan  yang  dekat  dengan  Penggugat  sehingga  memenuhi

syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta

Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang  bahwa  keterangan  saksi  II  Penggugat  yang  pada  pokoknya

menyatakan  mengetahui  rumah  tangga  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah

tidak  rukun  dan  harmonis  lagi  karena  sering  bertengkar  bahkan  sekarang

Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal  sejak  sekitar  hamper  1

tahun, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah

orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah tidak

ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang baik lagi

sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan 

kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi 

syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 

R.Bg.;

Fakta Hukum 

Menimbang  bahwa  berdasarkan  analisis  bukti-bukti  Penggugat  diatas

ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

.   Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal

sejak bulan Desember 2023,  dan selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak,

diasuh oleh Penggugat; 

. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah membina rumah tangga diperumahan

Lingkar Permai selama  12 tahun lebih;

. Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi

karena  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  pemicu  terjadinya

pertengkaran  karena  Pengugat  tidak  perduli  terhadapTergugat,  tidak

menghargai Penggugat;
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. Bahwa  Tergugat  tidak  pernah  datang  menjenguk  Penggugat  sejak  pisah

tempat  tinggal  dari  bulan  Dsember  2023   sampai  sekarang.  Selama  lebih

kurang 10 bulan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal,

Penggugat  pergi  meninggalkan  kediaman  bersama  dan  pulang  ke  rumah

orangtua Penggugat sendiri, selama itu sudah tidak saling peduli serta sudah

tidak ada hubungan layaknya suami isteri dan juga tidak ada komunikasi yang

baik lagi sampai sekarang;

. Bahwa usaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dengan Tergugat oleh

saksi serta keluarga dan Majelis hakim tidak berhasil merukunkan Penggugat

dan Tergugat;

. Bahwa Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum perceraian

Menimbang bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam

sebagaimana ketentuan dalam Al Quran :

Artinya : “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka

kirimlah  seorang  hakam  (juru  damai)  dari  keluarga  laki-laki  dan

seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu

bermaksud  mengadakan  perbaikan,  niscaya  Allah  memberi  taufik

kepada suami-isteri itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi

Maha Mengenal.” (An-Nisa’ ayat 35)

. Kaidah fiqh yaitu pendapat Sayid Sabiq dalam kitab Fiqh as-Sunnah Juz II

halaman 248-249 :

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang istri meminta kepada hakim untuk

diceraikan dari  suaminya dengan alasan apabila  ternyata di  dalam

perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami istri tersebut di

atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan

rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat  mendamaikan
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suami  istri  tersebut  di  atas,  maka  hakim  dapat  menceraikannya

dengan talak satu bain; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  petitum  Penggugat  dan  fakta   hukum

tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang,  bahwa  perihal  petitum  tentang  Penggugat  meminta  agar

Pengadilan menjatuhkan talak satu bhain shugra Tergugat terhadap Penggugat; 

Menimbang  bahwa fakta  hukum di  atas  telah  memenuhi  Norma Hukum

Islam juga telah memenuhi norma penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-

Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  Nomor  16  Tahun  2019  tentang  Perubahan  Undang-

undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  sebagaimana  telah  diubah

dengan  Undang-undang  No.16  Tahun  2019,  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum Penggugat pada

angka 2 (dua)  agar  Pengadilan  menjatuhkan talak satu  bhain  shugra Tergugat

terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat  tersebut  dikabulkan,

maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim akan menjatuhkan talak satu

bain shugradari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  –  pertimbangan  tersebut

diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek; 

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  petitum  angka  2  telah  dikabulkan

sebagaimana  pertimbangan  tersebut  di  atas,  maka  terhadap  Petitum  angka

1haruslah  dinyatakan  mengabulkan  gugatan  Penggugat  dengan  verstek,  dan

ditempatkan pada diktum amar putusan angka 2; 

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa,  oleh  karena  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang

perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
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3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum Islam

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara

ini;

Amar Putusan

MENGADILI

. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap ke persidangan, tidak hadir; 

. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek; 

. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ( TERGUGAT)terhadap Penggugat

( PENGGUGAT);

. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya perkara  sejumlah

Rp. 445.000 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim  pada  hari

tanggal Rabu, tanggal 11 September 2024Masehi, bertepatan dengan tanggal  7

Rabi’ul awwal 1446 Hijriyah, oleh kami : Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.sebagai Ketua

Majelis,  H. Yusup,  S.H.,  M.H.dan  Hj.  Muniroh,  S.Ag.,  S.H.,  M.H.masing-masing

sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan pada hari  itu  juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota

tersebut, dan dibantu oleh Abrati  Diesyani Esser, S.Sos., S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua  Majelis

                                                          

Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

                          ttd

H. Yusup, S.H., M.H. 

Hakim Anggota,

                      ttd

Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

                                                          

Abrati Diesyani Esser, S.Sos., S.H.

Rincian biaya perkara :

. PNBP
a. Pendaftaran : Rp .000,00
b. Panggilan Pertama P & T : Rp .000,00
c. Redaksi : Rp .000,00

. Biaya Proses : Rp. .000,00

. Panggilan : Rp. .000,00

. Meterai : Rp .000,00
Jumlah : Rp .000,00

                         ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)
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